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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak 
hiburan Kota Palembang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi 
dengan adanya dampak dari Covid-19 yang menyebabkan pembatasan gerak masyarakat 
hingga penutupan tempat hiburan, hal tersebut juga berdampak pada tidak tercapainya target 
penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang 
dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian ini ialah metode kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa selama pandemi Covid-19 tidak tercapainya target 
penerimaan pajak hiburan yang dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat dalam 
implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan. Faktor pendukung yaitu adanya 
kebijakan yang telah mengakomodir terkait pemungutan pajak hiburan, petugas pajak 
hiburan yang memadai dan berkompeten. Faktor penghambatnya yaitu pemberian 
penurunan pajak hiburan yang tidak merata, adanya penurunan jumlah wajib pajak pada 
tahun 2021, dan kondisi lingkungan sosial ekonomi. Hasil penelitian ini merekomendasikan 
agar dilakukannya penurunan tarif pajak hiburan terhadap setiap tempat hiburan,  
memberikan layanan pengiriman pesan singkat kepada wajib pajak untuk menginformasikan 
dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membayar pajak hiburan, dan bersikap 
tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan. 
Kata Kunci: Implementasi, pajak hiburan, wajib pajak, Covid-19 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the performance of the implementation of the 
Palembang City entertainment tax collection policy during the Covid-19 pandemic. This 
research is motivated by the impact of Covid-19 which causes restrictions on people's 
movement to the closure of entertainment venues, this also has an impact on not achieving 
the entertainment tax revenue target. This study uses the implementation theory proposed by 
Van Meter and Van Horn. This research method is a qualitative method with data collection 
techniques literature study, interviews, documentation, and observation. This study found 
that during the Covid-19 pandemic, the entertainment tax revenue target was not achieved 
which was influenced by supporting and inhibiting factors in the implementation of the 
entertainment tax collection policy. The supporting factor is the existence of a policy that 
has accommodated the collection of entertainment tax, and an adequate and competent 
entertainment tax officer. The inhibiting factors are the unequal distribution of the 
entertainment tax, the decline in the number of taxpayers in 2021, and the condition of the 
socio-economic environment. The results of this study recommend that there be a reduction 
in the entertainment tax rate for each entertainment venue, provide short messaging services 
to taxpayers to inform and what things need to be prepared in paying entertainment tax, and 
be firm with taxpayers who do not. obey the rules. 
Keywords: Implementation, entertainment tax, taxpayers, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan 

bahwa pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada tiap-tiap daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat. Pentingnya otonomi daerah untuk memeratakan pembangunan suatu daerah 

masing-masing yang sesuai dengan aspirasi lokal dalam mengembangkan wilayah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang dapat diukur melalui 

indeks pembangunan manusia. 

 Pajak berhubungan dengan pembangunan yaitu sebagai potensi yang harus digali 

dalam pembangunan ekonomi. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan 

fungsi mengatur. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terdapat di sektor publik dan pajak di 

sini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

ke dalam kas negara yang pada waktunya digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara. Fungsi mengatur adalah pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini biasanya 

terdapat pada sektor swasta. 

 Pada tahun 2021 telah ditetapkan pembagian pajak menurut wewenang pemungutan 

pajak dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Hoppeng Oranye Ibuhu 

(315 : 2022) yang dikutip pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan 

kewenangan seluas luasnya untuk mengelola aset daerahnya dalam merinci dan memungut 

pendapatan bagi daerahnya sendiri. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif 

 



masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang 

seimbang terhadap masyarakat.  

 Pajak merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak 

(individu, masyarakat, lembaga/badan) untuk mengurangi pengeluaran berkala Negara dan 

biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pajak merupakan 

iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (bersifat 

memaksa) serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung akan tetapi ditunjukkan 

dan digunakan untuk kepentingan dan membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam 

Mardiasmo, 2018: 3). 

 Dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. Pajak 

daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat (Mardiasmo, 2018: 14). Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk menjadi 

sumber penerimaan daerah, salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan. Potensi pajak 

hiburan merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah.  

 Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan 

untuk biaya pembangunan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan terdiri dari semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang 
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dinikmati dengan memungut bayaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 24 dan 25).  

 Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi 

unggulan dan perkembangan yang pesat terutama pertumbuhan pada sektor ekonomi yang 

bermuara salah satunya pada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan. 

Kota Palembang memiliki banyak destinasi tempat wisata berbayar dan mempunyai banyak 

tempat permainan, karoke, bioskop, maupun pusat hiburan lainnya. Sehingga dengan adanya 

banyak tempat hiburan, seharusnya pendapatan pajak hiburan di Kota Palembang 

mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. 

 Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sebagai perpanjangan 

tangan dari pemerintah Kota Palembang dalam mengurusi kebijakan pemungutan pajak 

daerah. Pada Tahun 2020 terjadinya beberapa perubahan kebijakan dalam pemungutan pajak 

tidak terkecuali pemungutan pajak hiburan yang disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 

yang berdampak pada sektor pajak hiburan yang dimana mengharuskan adanya perubahan 

kebijakan dalam pemungutan pajak hiburan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, 

diseluruh dunia termasuk Indonesia telah terjadi penyebaran wabah virus. Virus yang 

dimaksud tersebut adalah Covid-19.  

 Covid-19 mulai menyebar di Indonesia pada awal Bulan Maret 2020. Masa pandemi 

Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan 

masyarakat. Sejak saat itu, Kasus Covid-19 semakin banyak dan semakin meningkat. yang 

terpapar virus Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan wabah 

Covid-19 dimulai dari menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 

mengatasi penyebaran Covid-19 yang semakin massif. Setelah Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB). Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM). Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi 

 



munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah dan 

antardaerah itu sendiri.  

 Pemerintahan Kota Palembang telah mengeluarkan kebijakan terbaru sebagai salah 

satu upaya dalam pengendalian dan pemutusan rantai penularan Covid-19 di Kota 

Palembang. Kebijakan berupa Surat Edaran Walikota Nomor 25/SE/Dinkes/2021 tentang 

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan 

Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Tingkat 

Kelurahan di Kota Palembang. Dalam edaran tersebut disebutkan upaya penanganan dan 

pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha 

diantaranya dengan penerapan protokol kesehatan melalui 5 M, Penerapan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS), Pengaturan kegiatan di sekolah/institusi pendidikan, perkantoran, 

sektor esensial, mall, tempat ibadah, area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat/acara 

yang  menimbulkan kerumunan. 

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan 

Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di 

Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. akan tetapi 

dengan adanya kebijakan seperti ini, banyak sekali yang terkena dampak dengan adanya 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengatur sejumlah hal di 

dalam kehidupan masyarakat (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 

6 Januari) yaitu: Membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen dengan melakukan prokes 

secara ketat 
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1. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) 
2. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 

100 persen dengan pengaturan jam opersional, kapasitas, dan menjaga protokol 
kesehatan secara ketat.  

3. Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat 
perbelanjaan sampai pukul 19:00 waktu setempat. Makan dan minum di tempat 
makan atau restoran maksimal 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away 
atau delivery tetap diizinkan. 

4. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol 
kesehatan yang ketat. 

5. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen 
dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

6. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya diberhentikan sementara. 
 

 Tempat hiburan menjadi salah satu bidang yang terdampak dari kebijakan PPKM 

tersebut. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tahun 

2021 (BPPD Kota Palembang, tahun 2021) jumlah Wajib Pajak (WP) dari pajak hiburan 

diketahui jumlah sebanyak 154 WP (Cinemax Icon, Happy Puppy Karaoke Rajawali, 

Amazing Kids Zone, Fun City PS, Diva Family & Karaoke, Kakiku Pusat Refleksi Keluarga, 

Amazonia Palembang dan lainnya). 

 Pemungutan pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang 

dilakukan berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang 

Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan; Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

(BPPD) Kota Palembang. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Nomor 35 Tahun 2011 

Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan, 

pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang sebelum Covid-19 dilakukan dengan prosedur 

yaitu mulai dari Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pembayaran. 

 Kemudian pada masa pandemi Covid-19 adanya penyesuaian kebijakan pemerintah 

dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 

22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif/Stimulus Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Di 

Kota Palembang dimana Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) dalam pemungutan pajak 

 



hiburan memberikan keringanan dengan adanya penurunan untuk melakukan pembayaran 

pajak bagi Wajib Pajak dan melaporkan jika ada penutupan pada sektor hiburan di Kota 

Palembang. Pemungutan pajak selama masa Covid-19 dilakukan dengan tahapan yaitu 

Pemberitahuan penundaan; Perubahan target pajak hiburan; Pelaporan kembali aktivitas 

wajib pajak setelah penundaan; Pendaftaran ulang wajib pajak; Pendataan; Penetapan; dan 

Pembayaran. 

 Pemungutan pajak hiburan telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) 

Kota Palembang. Berikut ini tabel 1 yang menunjukkan target pajak hiburan sebelum dan 

selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang  

Tahun 2019 – 2021 (dalam Rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2019 81.120.000.000.00 32.910.634.036.00 45,57% 

2020 48.000.000.000.00 12.186.485.560.00 25,39% 

2021 49.255.000.000.00 6.932.204.739.00 14,07% 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa target pajak hiburan tidak tercapai 

dan realisasi ditiap tahunnya cenderung menurun.  Penurunan tersebut dikarenakan adanya 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pengelola hiburan dalam hal ini 
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para wajib pajak hiburan harus menutup usaha hiburannya atau dengan kata lain, pada 

hakikatnya pajak hiburan memang dikurangi selama masa Pandemi Covid-19. 

 Disisi lain pemerintah Kota Palembang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 

menjelaskan kebijakan untuk menurunkan besaran tarif pajak pada beberapa jenis hiburan 

saja, hal tersebut juga mengakibatkan menurunannya penerimaan pajak hiburan dan belum 

bisa untuk mengembalikan besar pendapatan yang didapatkan seperti sebelum masa 

pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam 

mencapai target penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2019 sampai tahun 

2021 apalagi pada masa pandemi tahun 2020-2021. Karena itu perlu diteliti lebih lanjut 

pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2020-2021. 

B. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang pada 

masa pandemi Covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memetakan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di 

Kota Palembang pada masa pandemi Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat pada 

Jurusan Administrasi Publik khususnya kosentrasi kebijakan publik dalam 

memperluas pengetahuan serta wawasan tentang implementasi kebijakan pemungutan 

pajak hiburan di Kota Palembang pada masa pandemi Covid-19. 

 



2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyelenggara 

pemerintahan daerah khususnya Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu bahan 

referensi akademis guna mengoptimalkan implementasi kebijakan pemungutan pajak 

hiburan. 
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